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Pembangunan yang berlangsung selamaini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari
pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan
komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pel aksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam.
Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan
memanfaatkan media komunikas yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini
memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang
disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan
amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah.

...... Development that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this
happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty
policy. Thisthesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of
the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method
with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that
the government carry out itsrole as a political communicator by utilizing existing media such as online
media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback
of the message to the government directly and quickly. The barriersin the political communication policy is
the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the
government.
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